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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINS] RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATE INDRAGIRI HILIR
NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,
bahwae berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah pasal 69 ayat (2}, keperluan mendesak
meliputi kebutuhan daerah datam rangka Pelayanan
Dasar masyarakat yang angearannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berailan, Belanja Daerah
yang bersifat mengikat dan bejanja yang bersifat
wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar
kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan dan/atau Pengeluaran
Baerah Jainnya yang apabila ditunde akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemenntah Daerah dan/atau masyarakat,
bahwe berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran
vang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam
Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada
kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan
sebelum perubahan APBD melaiui ketetapan Kepala
Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa
kondisi mendesak atau perubahan prioritas
pembanguran baik di tingkat nasional atau daerah:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor I7/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

c.



Mengingat :

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 Dalam Rangka Menduluing Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94 /PMK.O7 /2021 tentang Perubahan gatas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07 {2621 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Panderi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19}] dan
Dampaknya, Pemerintah Daerah diperintahkan
untuk melakukan refocussing dan realokasi
anegaran untuk pendanaan penanganan dan
pencegahan pandemi Covid-!9 dan dampaknya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebapeaimana
dimaksud dalam huruf a, huraf b dan hunalc peru
mnenetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri
Hilir Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angearan 2021.

d.

Pasal 18 ayat (6} Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Dl Indragini Hilir
Dengan Mengubah Undang - Undang Nomer 12
Tahun 1956, tentang Pernbentukan PBaerah
Otenom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenmtahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubkk Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perunmbengan {Lembaran Negara



10.

il.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575):
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem informasi Keuangen Daerah
t(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nemor 138, Tambahan Lembearan Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4576}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Repubhik Indonesia WNomor 56 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2610
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155};
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengetolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambsahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Norsor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor i537);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedeman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angparan
202i (Berita Negara Repubijik Indonesia Nomor
8&8);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelotaan
Kevangan Deerah (Berita Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2620 Nomor 1781);

Peraturan Menten Keviangar Nomor
17/PME.O7 {2021 tentang Pengeloiaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149} scbagaimana tetah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangen Nomor
94 fPME.O7 {2021 tentang Perubanan alas
Peraturan Menteri Kevlangat Nomor
17/PMK.07 (2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rengka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan

fi



Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 825);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggarean Pendapatan dan
Belania Daerah Tahun Anggeran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 20620
Nomor 7};

13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Penjabaran Angearan Pendapatan
Dan Helanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berta
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021
Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Petaturan Bupati Indragiri Hibr
Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
202i(Benta Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATT TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 77
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pazal|

Ketentuan pada Pasal 88 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77
Tahun 2020 tentang Penjabaran Angearan Pendapstan dan Belanja
Daerah Tahun Angparan 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragin Hilir
Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Indragin Hilir Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hiir Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2021 Nomor 17] substansi tetap, Lampiran | dan Lampiran I] Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Pun Husada
Tembilahan, Dinas Sosial, Kecamatan Tembiiahan, Kecamatan
Tembilahan Hubli, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Batang Tuaka,
Kecamatan Concong, Kecamatan Enok, Kecamatan Gaung, Kecamatan
Gaung Anak Serka, Kecamatan Kateman, Kecamatan Kempas.
Kecamatan Kemuning, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kuala Indragiri,
Kecamatan Mandah, Kecamatan Pelangiran, Kecamaian Reteh,
Kecamatan Sungai Batang dan Kecamatan Tanah Merah diubsh
sehingga berbunyi sebagai berikcut :



Pasal 88

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian
dari:
I, Lampiran 1

2. Lampiran

3. Lampiran 1H

4. Lampiran IV

5, Lampiran V

6G. Lampiran V1

7. Larmmpiran Vi

8. Lampiran VIII

9. Lampiran [X

10. LampiranX

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdin

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikesi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran APBD Menumnut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan,

ay

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Ohjck
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Resaran Hibah;
Daftar Nama Penenma, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sesial;
Paftar Nama Penenma, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangen bersifat umum dan
bersifat khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil;
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemenntahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambengan Minyak Bumi
Dan Pertambengan Gas Alam/ Tambahan
DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, OGrganisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan. Kelompok, Jenis,
Objek, dan Rincian Qbjek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaar:
Rincian Dang Tarnbahan [nfrastuktur Menumnit
Uriisan Pemeriniahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Datam Rancangan Perda tentang APBD
dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD dengan Pregram Prioritas Perbatasan
Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar s¢tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal &@ Agustus 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

itd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 3 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

itd

AFRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 202! NOMOR (4

SALINAN SESUAL DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN INGRAGIF! FILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Cee HUKUM

SETQAKAB. INHIL,
No
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